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,.TENTANC :

PENYIDIK PECAWAI NEGERI SIPIL DT LINGK-I.JNGAN
PEMERINTA,H.'.KABI,JPATEN DAERATI TINCKAT II PATI.

DENCAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang,,, : a.: bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna

dalam menyelenggarakan pemedntahan serta untuk
menjamin ketertiSan dan kqpastiqn hukum berlakunya
Peraturan Daerah dalam wilayah Kabupaten Dacrah- i fifig*at II Pati, perlu mengatur 

-tetitr 
lanjut pelaksanian

pasat +l ayat (2)Undang-undang Nomoi 5 Tahun 1974
tentang Po-tok - pokok Pemerintahan di Daerah mengenai
Pcnunjukan Penyidik sesuai dengan Peraturan Per-
undang -.undangan yang berlaku ;

b. bahwa pcrunjuk pelaksanaan mcngenai pcrsyarahn tata.i' r' . ,. ' , c#a .pcngangkatan -dan pemberheiitian serla wewenang
.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW.07.03
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Tahun l9B4 jo Keputusan Mentcri Kchakiman Nomor

. M-04.PW.07.03.Tahun 1984 pcrlu scgera dilaksanakan
dan ditindak lanjuri ;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mcngarur
kelontuan mcngcnai Pcnyidik Pcgawai Negcri Sipil di
lingkungan Pcnnec!::*h Kabupatcn Dacrah Tingkar It Pari
dcngan Fcraturan Dacrah.

Mcngingat : l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang pokqt:
pokok Fcmerintahan di Dacrah ;

' 2. Urdang-undang l,lomor 13 Tahun 1950 rcnmng pcmbcn-

tukan Dacrah - daerat Kabupatcn dalam Lingkungan
Plopinsi y'awa Tengah ;

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun l9?4 rcnung pokok -
pokok Kepegawaian.

a. Udang - undang Nomor E Tahun l98l rcnung Hukum
Acara Pidana ;

5. Peraturan Pcrnerinuh Nomor 27 Tahun l9E3 tcntang
Pclaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara pida-
na;

6. Pcraturan Mcntcri Kehalciman Nomor M .0S. pW.07. 03
Talrun l9&{ tcnLang Petunjr* Pclalsanaan Fengusutan
Fcngangkslan dan Pemberhctrian Penyidik pegawaiNcgcri

, Stptl ; r

?. Kcpntusan Menteri Kehakiman lrfomor M-(X.pW.07.03
Trlrun 1984 tcntang WewenangPenyidik Pegawai Ncgcri
SiPil ;

E. Keprtusan lUcnrcri Dalam Negeri Nornor 23 Tahun lg8d
tsntrng Kctcntuan Umum Mengenai Fcnyidik pcgawai

Ncgeri Sipil di Lingkungan Pemcrinrah Dacrah.

Dcngan Pcrsctujuan Dcwan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabuparcn Dacrah
Tingkat lI Pati' 

MEMUTUsKAN:
Mcnctapkan : PERATT RAN DAERAH KABUPATEN DAERAH T|NG-

KAT TT PATI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LIhIGKI'NGAN PEMERINTAH KABUPATEN
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DAERAH TINGKAT II PATI.

] BABI :

KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :

a. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Fari .

b. Bupati Kepata Daerah datah Bupati Kepata Daerah Ting-
' ' katnPsti,

c. Instansi Pcnegak Hukum adalah Pengadilan Negeri Pari,
Kejaksaan Negeri Pati,dan Keplisian Re-
son Pati .

d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pati ;

e. Penuntut Umum adalah Penuntut, Umum pada Kejaksaan
Negeri ,hti sebagaimana dimalcsud pada
Pasal I angka 6 hurufbjoPasat 13 Undang-

undang Nomgl I Tahun 1981 rcnrang Hu.
kum Acara Pidana ; , :

f. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupalen Daerah Tingkat II
Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal I
angka I jo Pasal 6 ayat (l) hurufb Undang-' undang Nomor 8 Tahun l98l tcntang Hu-
kum Acara Pidana ; '

g. Penyidik POLRI adalah Penyidik POLRI pada Kepolisian
Resort Pati' sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat ( I ) huruf a Undang- undang
Nornor 8 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara
Pidana ;

h. Tcrsangka adalah seorang yang karena perbuarannya.

atau keadaannya berdasarkan bukti permu-
lam patut diduga sebagai pclaku tindak

i. Pcgawai Negcri Sipil adalah Pegawai Negcri Sipil Sebagai -



mana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 2 )
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974

tentmg Pokok - pokok Kepegawaian;
j. Feraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatcn Da-

erah Tingkat II Pati yang memuat kctcn-
tuan pidana.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

( I ) Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jdwab
kepada Bupati Kepala .Daerah.

( 2 ) Penyidik 'dalan melaksanakan tugasnya secara rcknis
operasional dibawah kmrdinasi dan pengawasan Penyidik
Polri.

BAB III
TUGAS .FOKOK, WEWbNANG DAN KEWAJIBAN

pasal 3
Tugas Pokok Penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap
orang / badan hukum yang melakukan atau diduga melakukaa
pelanggaran terhadap kercnHnn - ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 4
( I ) Penyidik dalam rnelaksanakan tugas pokoknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai
wewetrang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang ten-
tang adanya tin@k pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di rempat
kejadian dan melalcukan pemcriksaan ;

c. Menyuruh beftenti sedang tersangka dan memcriksa
unda pengenal diri tersangka ;

d. Metakukan penyitaan bcnda,dan atau Surat ;
e. Mengambil Sidik Jari dan rnemotrer sesoorang ;

f: Memmggil orang untuk didengtr dm diperiksa scbagai
tersangka atau saksi.;
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g. It{edaangkan orang ahli yang diperlukan dalam hu -
bungennya de*gan pemeri*saan perksa ; .

h. Mengad*.an pe*ghentian penyidikan setelah mcndapat
petun!* dari Fenyidik POLRI bahwa ridak terdapat
ci*up bukti atau pef,istiwa tersebut bukan meruppkan

, tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI
membcritahukan hal tersebut kepada Pcnuntut Umum,
tgrsangka atau keltarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggu ngiawabkan

j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil
penyidikan.

{2 ) Dalam melaksanakan,tugasnya Penyidik ridak berwcnang
melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

Dalarn melaksanakan tugasnya Penyidik berkewajiban :

a. Sejak awal mcmberilahukan / mclaporkan lentang Pcnyi -
dikan yang telah dilakukan kepada Penyidik POLRI ;

b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang tclah di-
lakukan kepada Penyidik POLRI ;

c. Minta petunjuk dan bantuan penyidikan sgsuai dcngan
ketentuan kepada Penyidik POLRI ;

d. Memberitahukan tentang penghentian penyidikan kcpada
Penyidik POLRI ;

e. Membuat'berita acara setiirp tindakan tenlang :

l" Pemeriks:um tersangka ;

2. Pemasukan rumah ;

3. Penyiuan benda ;

4. Pemeriksaan surat ; . ,

5. Pemeiiksaan sanksi ;

6. Pemeriksaan di rcmpat kejadian, dan mcngirimkan
berita acara kepada Penyidik POLRI .
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BAB IV

PENCANGKATAN, PEMBER}IENTIAN DAN MUTASI

Pasal 6

Syarat - syarat untuk dapat diusulkan menjadi Calon Pcnyidik

Pcgawai t{egeri SiPil adalah :

a. Bertagwa kepada. Tuhan Yarg:Maha Esa';

b. Bcrkelakuan baik ;
c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Ketcrangan Dok-

ter ;

d. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah - rcndahnya

Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b ) ;

e. Berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan

fingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang

pcnyidik atau khusus 0] liCang teknis operasional atau

U"tpengalaman minimal 2 tahun pada bidang teknis

operasional;

f. O"* *"ttian pclaksanaan Pekerjaan ( DP - 3 ) Pegawai

Negefi'Sipil yarrg diusufkan untui selama 2 tahun ber-

turut - turut dengan nilai baik.

Pasal 7

Sctiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil harus

dilampiri .

a. Foio Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum

pemberian kewenangan sebagai penyidik dan Wilayah

ierja serta'bidang lobyek penyidikan dari calon

Penyidik yang diusulkan ;

b. Foro Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Ncgcri Si-

pil yang terakhir ;

c. Foto Copy iljazah / sertifikat pendidikan umum / khusus

dari Pegawii Negeli Sipil yang diusulkan;

d. Pas proto Hitam Putih dari Pcgawai Negcri Sipil yang

. diusulkan ukuran :

2x3sebanYak2buah.



3x4sebanyak5htah.
e. FooCopyDaftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.

, 3) untuk selama 2 ( dua ) ahun lertpryt-turut dengan
nilai baik dari Pegawai Negeri Sipit yang diusulkan
dan telah dilegalisir ;

f. Srrat Ketqrangan Doktcr yang,m€nyatakan hahwa Fe-
gawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehar ;

g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari yang ber -
wajib ;

h. Ketentuan sub a sampai dengan sub g kecuali ketentuan
sub d Pasal ini masing - masing dibuat rangkap 4
( empat ).

Pasat 8

( I ) Calon Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah
atas uSul dari unit organisasi yang bersangkutan.

( 2 ) Calon Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah

sebagaimana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini, diusulkan untuk
rdiaugkat menjadi Penyidik oleh Bupati Kepala Daerah
kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri DalamNegeri
dengan tembusan kepada :

a. Kepala Kepolisian RI Up. Direktorat Reserse Kcpo -
lisian RI.

b. Kejaksaan Agung Up. Direkorat Pra Penuntutan.

: Pasql 9

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dilakukan oleh
Mente{ Kehakiman atas usul Bupati Kepala' Daerah mclalui
Mcnteri Dalam Negeri.

Pasal l0
Penyidik dapat diberllentikan sebagai-Penyidik' karena :

a. Meninggal dunia ;

b- Atas permintaan sendiri ;

c. Pensiun ;

d. Mclanggar swnpah dan janji ;



e. SdS - sdd laftHya.

Pasal.t I
Setiap Tqtsi, baik mengenai jsbaun mauput rempat rug;as dari
Pegawai Ncgpri Sipil, Bupati K€p6la Deratl memberitahutan
ke@a Menrcri Kehakiman mehlui Mefleri Dalam Negeri
bntang adanya mutasi grna didakan penrbahan @a Surat
Keprtrsan hngangkatannya.

BAB V
TATA.KERJA

Pcnyidik dalam melaksanakai tugasnya berpedoman pada ana
kerja yarry diatrr dalam Peraturan fdrunOaig - u-ndangan yang
berldcu.

Pasal 13

( I ) Pesryidit wajib membuar l4oran rcnung penyidikan dan
tindak lanjut sampar penyelesaiannya di Fengadilan Ne-
Beri ;

( 2 ) I-ryorm se@aimana dirnaksud pada ayar ( I ) pasat ini,. .. disampqikan kopsda Pimpinan Unit organisasi masing.
msing untuk diteruskan kcpada Bupari Kepola Daerah., BAB VI
r@RDINAST, PENGAWASAN DA}I BANTUAN

Prsal 14

( f ) 
'OaUm 

rmgta melaksanakan hgasnya penyidif di bawah
koordinasi knyidik FO,LRI dan penyidik pClLRt mcmberi-
kan pettrnj* apabila dipardang perlu ;

( 2 ) Untr* mcnjamin agar kegiaun penyidikan yang dilakukan
mergorai sasarEn Fcnyidik FU-RI mehkukan pengawasan
lcrhadap pelaksaaaan penyidikan yang sedang dilakukan
oleh Fenyidit:

( 3 ) Bcdasa*an bnggung jawab,. penyidik FOLRT wajib
rremberikan banuan penyklitan kepada pcnyidik yang
sefug melakukan penyiOtm ' 
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BAB VII
PEMBTNAAN

Pasat t5
Pembinaan terhadap penyidik dilak*m oleh Buperi Kepala
Dacrah bekerjasarna dcngan lnstansi hnegf,ft Hukum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal t6
Biaya pelaksa*aan tugas dan pembinmn penyidik dibebanlon
@a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen
Daemh riagkal II Fati' 

BAB tx
PENUTUP
- Pasat 17

Hal - hal yang bclum diatur dalam Fcraturan Dacrdt ini
sepanjang mengemi pelaksanaannya, akan diatur lebih la*jut
oteh Bupati Fepala Daerah.

Pasal lt
( t ) Dengan berlakunya Peraturan Derdr ini, maka semua

kctentuan yang bencmangan dan atau tidd( sesrai lagi
dengan Peratiran. Daerah ini dinyaukan tidak bertahu la-

. gi;
( 2 ) Peraturan Daerah ini mulai berlaku scjak unggal diun-

dangtan.

Agar slrpayr setiap orarg dapd ncngctaliuinya,
memerintahkan penguldongan Peraturan Daerah ini
dmgaa penempotannya dalanr Lcmbrran Daeralr Ka-
buyaten Deerafr Tinglcat II Pari.

I



DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT BI,JPATI KEPALA DAERAH*
DAERAH KABUPA:IEN DAERAH TI!$GKAT II PATI,

TINGKAT II PATI
K ETUA

Pati,24 Januari 1989

MOCH. CHOLIL .. S AOE,DJ I \!

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubcrnur

' Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

1989.

: Tgl. :27 Juli No. l8nn22ll989
A.n. SEKRETARIS WLAYAH DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

rrd.

SARDJITO, SH

NIP.500034373 , :

. Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupatcn Daerah Tingkat II Pati pada

ranggal'6,Septem,Rr 199 Nomor l0 Seri,''
D'|Io, 6'' :

Se*rearis Wilayah / Daerah,

rud.

Drs. SOEWAHIOi.IO.-ffi:

rrd.
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